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PUTUSAN
Nomor : 134/Pdt.G/2013/PA.Mbl

P 20—

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Hari,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh

Pabrik BW, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Pring Sewu Provinsi

Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juli

2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan
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Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.Mbl, tanggal 11 Juli 2013 telah mengajukan gugatan cerai

terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX
Kabupaten Batang Hari, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 12 Juli

2013;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 8 tahun dan terakhir Penggugat
dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung namun Penggugat dan Tergugat sering pulang ke
rumah orang tua Penggugat setiap Hari Raya Idul Fitri;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama ANAK I umur 9 tahun;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah ada
keretakan (tidak rukun) disebabkan antara lain :

a. Tergugat berhutang kepada orang lain untuk biaya pesta pernikahan dan adat
pernikahan (perabotan kamar) namun setelah itu hutang tersebut tidak di bayar oleh
Tergugat sehingga keluarga Penggugat (Pak De) menjual tanah untuk membayar

hutang Tergugat tersebut;
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b. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga
Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa berkerja di PT.Columbus;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 Januari
2013 disebabkan Tergugat telah menggadaikan kendaraan bermotor yang digunakan
Penggugat untuk pergi bekerja dan motor tersebut di peroleh dari kredit yang
angsurannya setiap bulan dibayar oleh Penggugat sendiri, kemudian Tergugat
mengusir Penggugat dari kediaman bersama setelah itu pada tanggal 25 Januari 2013
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas
dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 6 bulan
lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat (orang tua) telah berupaya mengatasi masalah
tersebut dengan cara menyuruh Penggugat pulang ke Lampung sebagaimana alamat
tersebut diatas untuk mengajak Tergugat berdamai, namum Tergugat tidak mau;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik
lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan
Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan
sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa
ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan
memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam
sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam
persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-
bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat
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Foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX

tanggal 12 Juli 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);
II. Bukti Saksi
1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani pendidikan terakhir SD,
tempat kediaman di XXXX Propinsi Lampung, di bawah sumpah telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga sewaktu mereka tinggal di Lampung;

- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama ANAK I;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Tergugat di Lampung setelah itu pindah dan ngontrak rumah
sampai berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah
ekonomi, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat
sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan namun sejak 1 tahun terakhir
Tergugat semakin malas bekerja, selain itu pada saat menikah Tergugat
membawa seserahan adat dan ternyata barang tersebut belum dibayar sehingga

menjadi tanggungan keluarga Penggugat;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun hanya mendengar dari
cerita dan keluhan dari Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah mendamaikan, namun tidak
berhasil;

2. SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani pendidikan terakhir SR,

tempat kediaman di XXXX Kabupaten Hari, di bawah sumpah telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang
tua angkat sejak Penggugat berumur 12 tahun;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama : ANAK [

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah saksi lebih kurang 5 bulan setelah itu pindah ke XXXX sampai akhirnya
berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat
tinggal di XXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah
ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari kemudian
dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja jual barang kreditan, Tergugat tidak

bertanggung jawab masalah isi kamar (bawaan Tergugat) pada saat menikah
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yang kemudian dibayar saksi selaku bapak angkat Penggugat sebanyak Rp.
1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjual sebidang tanah dan
terakhir Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun hanya mendengar dari
cerita dari Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, selama berpisah Tergugat tidak pernah
memberi nafkah;

- Bahwa saksi selaku orang tua angkat Penggugat sudah pernah mendamaikan,

namun tidak berhasil ;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat
bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim
menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan

kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak

ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat
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harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara
ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal
49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya
telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan
Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan
memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada

pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak
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harmonis disebabkan karena Tergugat berhutang kepada orang lain untuk biaya pesta
pernikahan dan adat pernikahan (perabotan kamar) namun hutang tersebut tidak di bayar
oleh Tergugat sehingga keluarga Penggugat (Pak De) menjual tanah untuk membayar
hutang Tergugat tersebut, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha mencari
pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa berkerja. Penggugat
dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan yang lalu dan selama berpisah diantara
ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan
gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat
dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan
Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan
pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka
perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti
tertulis berkode (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam
duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam
persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan keterangannya tidak

bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka
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Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti
sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya
menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga karena malas bekerja, Tergugat tidak
bertanggung jawab masalah isi kamar (bawaan Tergugat) pada saat menikah yang akhirnya
terpaksa dibayar oleh bapak angkat Penggugat sebanyak Rp. 1.500. 000 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) dengan menjual tanah miliknya dan terakhir Penggugat diusir oleh
Tergugat dari rumah kediaman bersama. Saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang sudah
pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun bathin serta telah diupayakan perdamaian namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis
Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
Tergugat tidak bertanggung jawab masalah barang bawaan pada saat menikah
yang kemudian menjadi tanggungan keluarga Penggugat, Tergugat kurang
mencukupi kebutuhan rumah tangga karena malas bekerja dan terakhir
Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;

2. Bahwa paling tidak 6 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal
bersama dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Penggugat;
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3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik
melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui
Majelis Hakim di persidangan, ternyata tidak berhasil. Karenanya harapan untuk
bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan.;

4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk dapat
dipertahankan lagi (Onheil baar tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/
AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah
pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa
dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa
mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik
sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh Sunnah Jilid II sebagai

berikut:
« zodl wlicl gl vaz gl dinn uoladl saJ alges cuini I3l
3229 loglliol (s 6 puinndl plgs are Hlas V Lo slasVl ylSs

aisl adlls lgalls Login gMoVl £ olall

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan
pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya

berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi
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mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan
talak satu bain (bain sughra).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya alasan perceraian
sebagaimana di atur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah
talak satu ba'in sughro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan
salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada

Penggugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke
persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan
sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang
Hari dan Kecamatan XXXX Kabupaten Pring Sewu Provinsi Lampung, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 331.000,- (tiga ratus
tiga puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan
26 Zulkaidah 1434 Hijriyah. oleh kami Dra. SITI PATIMAH, M.Sy sebagai Ketua

Majelis, RONI FAHMI, S.Ag, MA dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH masing-
masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI, S.HI sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
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Dra. SITI PATIMAH, M.Sy

Hakim Anggota Hakim Anggota

RONI FAHMI, S.Ag, MA ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD FAUZI, S.HI
Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
Biaya Redaksi i Rp. 5.000,-
Biaya Materai S Rp. 6.000,-
JUMLAH : Rp. 331.000
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Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan Penggugat / Tergugat

Muara Bulian,

Oleh Panitera pengadilan Agama Muara Bulian

FAIZAL,SH.

Catatan :
1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini
kepada Tergugat, kemudian menjelaskan kepada Tergugat bahwa dia bisa mengajukan

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Pengadilan Agama Muara Bulian
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dalam tenggang waktu 14 hari setelah Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan
ini sekiranya dia tidak menerima isi putusan tersebut, kepada Jurusita Pengganti juga
diperintahkan supaya menyampaikan salinan putusan ini kepada Tergugat dalam
tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan.

2. Putusan ini diberitahukan kepada tergugat pada tanggal : .............cooeviiiiinninns

3. Putusan ini dimintakan :

a. Banding tanggal S
b. Kasasi tanggal .
c. PKtanggal T

4. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hokum tetap sejak tanggal : ..................

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian

FAIZAL,SH.
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